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ABSTRAK 
ANDI LESTARI SEPTIANTI (B 111 006), “Upaya Penanggulangan 
kejahatan Pornografi dalam Media Internet oleh Pihak Kepolisian di 
Kota Makassar (Studi kasus Polrestabes Makassar)”. Dibimbing oleh: 
Slamet Sampurno selaku Pembimbing 1 dan Kaisaruddin Kamaruddin 
selaku Pembimbing 2. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimanakah upaya 
penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan pornografi dalam media 
internet di Kota Makassar serta untuk mengetahui kendala-kendala yang 
dihadapi oleh pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan 
pornografi dalam media internet di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar, yakni di 
Polrestabes Makassar, dengan mewawancarai pihak kepolisian 
khususnya bagian Binmas dan Reskrim serta mewawancarai pakar dalam 
bidang Teknologi Informasi, adapun metode peneitian yang di gunakan 
oleh Penulis adalah Yuridis Sosiologis yakni mengkaitan hukum dengan 
usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-
kebutuhan kongkrit masyarakat. 
Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media 
internet oleh aparat kepolisian terdiri dari pelaksanaan upaya preventif 
yang berupa penyuluhan atau sosialisasi dan menempelkan pamflet anti 
pornografi yang dilakukan oleh bagian Bimnas, dan pelaksanaan upaya 
represif yang berupa razia terhadap warnet yang diduga menyediankan 
atau terdapat file film porno dalam personal computer miliknya, razia 
tersebut dilakukan oleh bagian Reskrim Polrestabes Makassar. 
Kendala Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan 
pornografi terdiri dari kendala atau hambatan eksternal dan hambatan 
internal, hambatan eksternal diantaranya berasal dari pemilik warnet, 
instansi terkait yang lain, seperti Dinas Perizinan dan pandangan negatif 
dari masyarakat yang sering muncul terhadap kinerja pihak kepolisian 
khususnya bagi aparat kepolisian diwilayah hukum Polrestabes Makassar, 
hambatan ini diatasi dengan melakukan penyuluhan terhadap seluruh 
lapisan masyarakat termasuk pemilik warnet tentang dampak negatif 
pornografi. 
Polrestabes makassar hendaknya tetap konsisten dan serius dalam 
melaksanakan penanggulangan kejahatan pornografi dan terus 
meningkatkan kualitas SDM anggotanya, terutama dibidang TI agar dapat 
menaggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan TI, termasuk 
pornografi dalam media internet, karena TI akan terus berkembang 
dengan cepat seiring dengan perkembangan zaman yang ada sekarang 
ini, Seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam 
upaya penanggulangan kejahatan pornografi dalam media internet 
khususnya di wilayah hukum kota Makassar 
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ABSTRACT 
 
ANDI LESTARI SEPTIANTI (B 111 006), “Effort tackling pornography 
badness in internet media by the party of police force in Makassar city 
(Case study Polrestabes Makassar)”. Guided by: Slamet Sampurno as 
supervisor 1 and Kaisaruddin Kamaruddin as P supervisor 2. 
This Research aims to know about how effort tackling 
pornography badness in internet media in Makassar city and to know 
constraints that faced by the party of police force in the effort tackling 
pornography badness in internet media in city Makassar. 
This Research is conducted in Kota territory of jurisdiction 
Makassar, namely in Polrestabes Makassar, by hold an interview with the 
party of police force specially part Binmas and Reskrim and hold an 
interview with expert on Information Technology area, as for method of 
research that use by writer is juridical sociological namely bring law with 
efforts to reach the objectives of and fulfill needs of society concrete. 
Execution tackling pornography doing an injustice in internet 
media by police force government officer consist of effort execution 
preventive that have the shape of counselling or socialization and paste up 
pamphlet anti pornography that conducted by part Bimnas, and repressive 
effort execution that have the shape of raid by police to warnet that 
anticipated prepare or existed porn film file in personal its property 
computer, raid by police are referred   conducted by part Reskrim 
Polrestabes Makassar. 
Constraint Polrestabes Makassar in overcoming pornography 
badness consist of constraint or resistance external and internal 
resistance, external resistance for example indigenous to owner warnet, 
institution relates other, like On Duty License and negative view from 
society that often emerge to performance of police force party specially for 
police force government officer in area law Polrestabes Makassar, this 
resistance is overcome by undertaking counselling to all walks of life 
entered owner warnet about negative impact pornography. 
Polrestabes makassar shall fixed consistence and serious in 
executing tackling pornography badness and continued improve quality 
SDM its member, especially in area of TI to ward off TI related to doing an 
injustice, entered pornography in internet media, because TI will still 
growing rapidly along with this current era growth. 
All walks of life shall also participate in the effort tackling 
pornography badness in internet media specially in city territory of 
jurisdiction Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi telah 
mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan teknologi 
informasi dengan berbagai aplikasi penunjang yang sangat canggih 
telah membawa bangsa Indonesia kearah sistem peradaban baru, 
yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat 
informasi. Semakin maraknya kegiatan dalam pemanfaatan teknologi 
informasi, salah satu bagian dari teknologi informasi yang berkembang 
dengan pesat dalam sistem computer yang dilengkapi dengan layanan 
internet. 
Saat ini perkembangan internet mulai merabah dan menempati 
posisi yang kuat di antara berbagai media massa yang telah ada 
sebelumnya, ketika internet mulai dikenal oleh masyarakat sudah 
dapat diramalkan bahwa media internet ini akan sangat popular di 
kemudian hari.  
Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada 
umat manusia, dimana jarak dan waktu tidak terbatas, melalui internet 
seseorang dapat melakukan transaksi bisnis, mengobrol, berbelanja, 
belajar dan berbagai aktivitas lain seperti dalam kehidupan nyata, 
salah satu problem besar yang dibawa oleh teknologi informasi global 
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melalui jaringan internet adalah adanya berbagai situs yang 
menampilkan adengan pornografi. Seolah-olah sekarang ini sangat 
sulit untuk memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan 
yang menjual pornografi. 
Disadari atau tidak, kehadiran internet telah mempercepat 
penyebaran informasi keseluruh dunia, mengakses informasi, 
termasuk gambar- gambar porno seakan tak terbendung. Pornografi 
dalam media internet yang dapat diakses dengan mudah, baik melalui 
computer pribadi maupun warung-warung internet (warnet), sudah 
sangat meresahkan. Kekhawatiran akan adanya kemudahan dan 
peluang bagi anak-anak untuk memperoleh data porno menjadi 
kenyataan karena tanpa pengawasan, para remaja dapat dengan 
mudah mengakses sendiri internet atau mendatangi warnet-warnet 
yang tersedia. 
Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah 
didapat. Sebagian dari pengusaha wiraswasta internet yang paling 
berhasil adalah mereka yang mengoprasikan situs-situs porno di 
internet. Karena sifatnya internasional, internet memberikan sarana 
yang mudah kepada konsumen yang tinggal di Negara-negara dimana 
keberadaan pornografi dilarang sama sekali oleh hukum, atau setidak-
tidaknya mereka yang tidak perlu memperlihatkan bukti usia, dapat 
dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari Negara-
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negara lain dimana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan 
hukum. 
Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data 
digital meningkatkan terbentuknya kalangan peribadi orang-orang yang 
tukar-menukar pornografi. Pornografi gratis tersedia secara besar-
besaran dari para penguna lainya dan tidak lagi terbatas pada 
kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah besar di 
internet juga disebarkan dengan tujuan-tujuan pemasaran, untuk 
menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran. 
Internet merupakan fasilitas penunjang bagi dunia pendidikan 
yang memudahkan dalam memperoleh data yang bermanfaat bagi 
ilmu pengetahuan, demikian pula dikota Makassar yang merupakan 
kota pendidikan dengan jumlah sekolah dan Perguruan Tinggi baik 
Negeri Maupun Swasta yang relative banyak, keberadaan fasilitas 
internet mutlak diperlukan. 
Namun dampak negatif internet yang berupa pornografi juga 
tidak dapat dihindari, anak-anak dengan sifat keingintahuan mereka 
dapat dengan mudah mengakses situs-situs porno melalui internet, 
mereka dengan leluasa dapat mendatangi warnet-warnet yang banyak 
tersedia dikota Makassar guna memperoleh data porno yang mereka 
inginkan, sifat internet yang bebas dan terbuka membuat kita kesulitan 
untuk mencegah hal seperti ini terjadi. 
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Oleh karena itu aparat kepolisian, dalam hal ini Polrestabes 
Makassar sebagai pelaksana dan penegak peraturan perundang-
undangan harus segera menanggulangi tindak pidana pornografi 
dalam media internet dengan serius. 
Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 
mengkaji upaya penanggulangan kejahatan pornografi oleh pihak 
Kepolisian di Kota Makassar yang diwujudkan dalam bentuk penelitian 
dengan judul: Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Melalui 
Media Internet  oleh Pihak Kepolisian di Kota Makassar (Studi kasus 
Polrestabes Makassar). 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran 
yang jelas, maka perlu dirumuskan secara sistematis kedalam suatu 
rumusan masalah, dengan dapat dipecahkan secara sistematis dan dapat 
memberikan gambaran yang jelas. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi 
dalam  media internet oleh pihak kepolisian di Kota 
Makassar ? 
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2. Kendala apakah yang di hadapi oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan pornografi dalam  media internet 
di Kota Makassar ?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Sudah dapat dipastikan bahwa setiap usaha maupun kegiatan 
mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat 
memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan 
dilaksanakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui  bagaimanakah upaya penanggulangan 
kejahatan pornografi dalam media internet oleh pihak 
Kepolisian di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui kendala apakah yang di hadapi oleh 
pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pornografi 
dalam media internet oleh pihak Kepolisian di Kota 
Makassar. 
D.  Manfaat Penelitian 
1. secara teoritis  
Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari penelitian 
ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan 
wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu 
hukum pidana pada khususnya. Selain itu dapat digunakan 
sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
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mengenai upaya penanggulangan kejahatan pornografi dalam 
media internet oleh pihak Kepolisian. 
2. Dari segi praktis  
a. Bagi penulis 
Memperluas pengetahuan tentang upaya 
penanggulangan kejahatan pornografi dalam media 
internet oleh pihak kepolisian sebagai salah satu jenis 
tindak pidana yang lebih mengembangkan penalaran, 
membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh.  
b. Bagi Aparat Penegak Hukum 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan 
tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian, di Kota 
Makassar pada khususnya, untuk dijadikan suatu 
pandangan atau langkah kedepan yang positif agar dapat 
melakukan penanggulangan kejahatan pornografi dalam 
internet di Kota Makassar. 
c. Bagi masyarakat 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat 
mendapatkan suatu informasi mengenai upaya 
penanggulangan kejahatan pornografi dalam media 
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internet oleh pihak Kepolisian, serta mengetahui  bahwa 
dalam usaha penanggulangan tersebut aparat kepolisian 
juga menghadapi kendala-kendala dalam 
pelaksanaannya, sehingga masyarakat juga bias akan 
bahaya pornografi dalam media internet, dikarenakan 
masih banyak Masyarakat yang awam akan hal tersebut.   
d. Bagi pemerintah 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan 
sebagai salah satu bahan dalam mencengah dan 
menanggulangi akan bahaya kejahatan pornografi dalam 
media internet, sehingga dapat membuat peraturan-
peraturan yang lebih khusus lagi mengenai kejahatan 
pornografi melalui media internet. 
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BAB II 
          TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Sejarah Industri Pornografi 
Pornografi mempunyai sejarah yang panjang. Karya seni 
yang secara seksual bersifat sugestif dan eksplisit. Sama tuanya 
dengan karya seni yang menampilkan gambar-gambar yang 
lainnya. Foto-foto yang eksplisit muncul tak lama setelah 
ditemukannya fotografi, demikian pula dengan karya-karya film 
yang paling tua juga sudah menampilkan gambar-gambar telanjang 
maupun gambaran lainnya yang secara seksual bersifat eksplisit. 
Manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual ditampilkan 
dalam sejumlah karya seni palcolitik. Seperti patung venus, namun 
tidak jelas apakah tujuannya adalah untuk membangkitkan 
rangsangan seksual ataukah memang memiliki makna spiritual. 
Terdapat sejumlah lukisan-lukisan porno ditembok-tembok 
reruntuhan bangunan Romawi di Pompeii dan salah satunya yang 
menonjol adalah gambar tentang sebuah bordil yang mengiklankan 
berbagai pelayanan seksual di dinding di atas masing-masing pintu. 
Di Pompeii juga dapat di jumpai gambaran zakar dan buah zakar 
yang di torehkan di sisi jalan, yang menunjukkan jalan kepada 
pengunjung menuju ke wilayah pelajuran dan hiburan. 
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Pada April 2005 (Dua Ribu Lima) para arcolog di Jerman 
melaporkan bahwa mereka telah menemukan sebuah gambaran 
tentang adegan porno yang mereka yakini telah berusia 7.200 
tahun (Tuju Ribu Dua Ratus Tahun) yang melukiskan seorang laki-
laki yang sedang membungkuk di atas seorang perempuan dengan 
cara yang memberikan kesan suatu hubungan seksual. 
Pada pertengahan abad ke 20 (Dua Puluh), pornografi di 
Amerika Serikat berkembang dari apa yang disebut majalah pria, 
seperti Play Boy dan Modern Man pada tahun 1950-an (Seribu 
Sembilan Ratus Lima Puluh-an). Dimana majalah ini menampilkan 
gambar perempuan yang telanjang atau setengah telanjang dan 
terkadang seolah-olah sedang melakukan mastubrasi, meskipun 
alat kelamin mereka ataupun bagian-bagiannya tidak benar-benar 
di perhatikan, namun pada akhir 1960-an (Seribu Sembilan Ratus 
Enam Puluh-an), majalah-majalah tersebut, termasuk majalah 
Penthouse, mulai menampilkan gambar-gambar yang lebih 
eksplisit, dan akhirnya pada tahun 1990-an (Seribu Sembilan Ratus 
Sembilan Puluh-an) menampilkan penetrasi seksual, lesbianism 
dan homoseksualitas. 
B.   Tinjauan Umum Pengertian  Pornografi 
Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan 
grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani porne dan graphein. 
Porne berarti pelacur dan graphein berarti ungkapan. Sehingga dari 
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asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai setiap ungkapan 
yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur. 
Pada asalnya pornografi terbatas pada tulisan dan atau 
gambar wanita nakal yang membangkitkan birahi laki-laki, namun 
istilah ini kemudian berkembang semakin meluas, dengan 
dukungan tekhnologi dan kreativitas manusia, gambar-gambar 
mesum wanita pelacur menyebar kemana-mana dan menjadi 
tontonan publik yang mudah didapatkan. kemudian dalam 
perkembangannya, cakupan Pornografi semakin meluas san 
dipahami sebagai segala bentuk produk media massa yang 
bernuangsa seksual, baik secara legal maupun tidak. 
 Pornografi dapat berupa gambar visual atau foto dua 
dimensi, bentuk patung atau relief di tembok, dalam bentuk teks 
tertulis, hasil rekaman kaset atau siaran radio (audio), komunikasi 
interaktif lewat saluran telepon, pesan-pesan sort Massange 
Service (SMS) melalui telepon seluler, produk tayangan televisi 
(audio-visual). Sajian data digital dalam situs-situs web, sehingga 
berupa gambar animasi interaktif. 
Pornografi memang merupakan sebuah istilah yang sangat 
tidak jelas batas-batasannya. Pornografi didefinisikan sebagai 
bentuk resentasi (dalam literature, film, video, drama, seni rupa, 
dan sebagainya) yang tujuannya adalah untuk menghasilkan 
kepuasan seksual. 
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Pornografi berarti tulisan, gambar atau patung, atau barang 
pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang 
menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau 
melihatnya. 
Ketika pornografi telah menjadi aliran bisnis tersendiri, 
berbagai kreasi dan upaya dilakukan orang untuk meramaikan 
bisnis hitam ini. Seiring dengan kemajuan daya kreasi tersebut, 
maka semakin bertambah banyak bentuk-bentuk produk yang 
dihasilkan oleh bisnis ini. Bentuk-bentuk produk pornografi 
diantaranya adalah poster porno, kartu dan stiker porno, 
merchandise porno, kalender bikini, majalah, tabloid dan surat 
kabar porno, cerita fiksi, novel dan komik porno, billboard porno, 
siaran radio porno, layanan premium call porno, klip musik porno, 
situs internet porno, dan game interaktif. 
a. Pengertian pornografi di Indonesia 
Pengertian pornografi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh 
kondisi-kondisi sebagai berikut :1 
1) Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal: 
perkotaan, dan pedesaan. 
2) Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut 
di Indonesia : Islam, Kristen Protenstan, Katolik, Hindu, 
Budha, dan Khong Hu Cu. 
                                                 
1
 Neng Jubaedah, Pornografi dan Pornoaksi,Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2009.Hal 143 
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3) Pembagian penduduk berdasarkan Masyarakat adat di 
Indonesia, dari Aceh sampai dengan Irian (Papua), 
masing-masing masyarakat adat memiliki ragam 
budaya dan hukum adat yang berbeda antara satu dan 
lainnya. 
Kategori-kategori penduduk yang terdapat dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan berbagai hukum yang berlaku 
bagi masing-masing penduduk berdasarkan hukum agama, hukum 
adat setempat, dan hukum barat, maka kategori-kategori tersebut 
perlu dipertimbangkan dalam merumuskan pengertian dan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana 
pornografi, namun pada prinsipnya, pengertian pornografi harus 
sesuai dengan pembukaan UUD tahun 1945.2 
Dalam merumuskan pengertian pornografi, perlu 
dikemukakan tentang Subjek hukum3 dan objek hukum4 terdiri dari 
orang, baik yang berlawanan jenis kelamin dengan pelaku 
pornografi, atau sejenis kelamin dengan pelaku. Selain orang, yang 
dapat menjadi subjek hukum pornografi juga berupa badan hukum5, 
baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang 
                                                 
2
 UUD 1945 beserta perubahannya,pasal 29 ayat (1),serta TAP MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 
tentang garis-garis besar haluan negara,Bab IV arah kebijakan, A. hukum, butir 2 
3
 Ahmad Ali,Menguak Tabir Hukum,Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2008.(subjek hukum adalah 
segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.hal. 170 
4
 Ibid (segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek untuk 
segala hubungan hukum) 
5
 Tri Budiyono ,Hukum Dagang,Salatiga: Gria Media,2010.(badan hukum adalah segala sesuatu 
yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarahat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai 
pendukung hak dan kewajiban).hal 20 
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dapat dijadikan objek hukum,  selain orang yang masih hidup, juga 
orang yang telah meninggal dunia, ataupun binatang, atau benda-
benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak 
pidana pornografi. 
Mengenai mayat dan hewan, meskipun menurut KUHP dan 
hukum islam, bukan subjek hukum sebagai pelaku, tetapi mayat 
dan hewan dapat dijadikan objek hukum, karena tetap mereka 
harus mendapat perlindungan hukum. 
Dalam merumuskan pornografi, tentu saja unsur dengan 
sengaja atau unsur ketidaksengajaan dilakukan tindak pidana 
pornografi, atau tindak pidana lain-lain yang terkait harus 
diperhatikan pula.   
C. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan 
Pornografi   
Meskipun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah 
pornografi, termasuk pornografi dalam media internet, bukan berarti 
tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diterapkan 
terhadap tindak pidana pornografi. 
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Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan 
pornografi dalam media internet (cyberporn) antar lain : 
1. KUHP 
Pasal 282 KUHP menyatakan sebagai berikut:6 
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan 
atau menempelkan di muka umum tulisan, 
gambaran atau benda yang telah diketahui 
isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau 
barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka 
umum, membikin tulisan, gambaran atau benda 
tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, 
meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, 
atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun 
barang siapa secara terang-terangan atau 
dengan mengedarkan surat tanpa diminta, 
menawarkannya atau menunjukkannya sebagai 
bias dipdapat, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun enam bulan atau denda 
paling tinggi tiga ribu rupiah. 
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan 
atau menempelkan di muka umum tulisan, 
gambaran atau benda yang melanggar 
kesusilaan, ataupun barang siapa dengan 
maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum, membikinnya, 
memasukkannya kedalam negeri, meneruskan, 
mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai 
dalam persediaan, ataupun barang siapa 
secara terang-terangan atau dengan 
mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan 
atau menunjukkannya sebagai bias didapat, 
diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk 
menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda 
itu melanggar kesusilaan, dengan pidana 
penjara paling lama Sembilan bulan atau denda 
paling banyak tiga ratus rupiah. 
(3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan 
tersebut dalam ayat pertama, sebagai 
                                                 
6
 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata, Jakart: 
Visimedia, 2010,hal 69. 
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pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan 
pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau denda paling banyak lima ribu 
rupiah. 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
Pasal 5 ayat (1)  menyatakan bahwa “pers 
nasional berkewajiban memberitakan peristiwa 
dan opini dengan menghormati norma-norma 
agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta 
asas praduga tak bersalah”.Pasal 18 ayat (2) 
menyatakan bahwa ”perusahaan yang 
melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dipidana 
dengan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”. 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang 
Perfilman 
Pasal 33 menyatakan bahwa: 
(1) Untuk meujudkan arah dan tujuan 
penyelenggaran perfilman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap 
film dan reklame film yang akan diedarkan, 
diekspor, dipertunjukkan, dan atau 
ditayangkan wajib disensor. 
 
D. Teori Penanggulangan Kejahatan 
Sutherland mengungkapkan penanggulangan kejahatan melalui 
2 (dua) metode yaitu: 
1. Metode reformasi, yaitu suatu cara yang ditunjukan kepada 
pengurangan jumlah recidivist atau kejahatan ulangan. 
Metode ini meliputi: 
a. Metode reformasi dinamik, metode ini berkaitan dengan cara 
bagaimana merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak 
baik. 
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b. Metode reformasi klinis, metode ini kondisi individulah yang 
menyebabkan kejahatan, karenannya perhatian dipusatkan 
lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri. 
c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi, menurut 
metode ini tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil 
dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada 
sumbangan yang diberikan individu dalam tingkahlakunya 
yang khas ataupun karakternya. 
2. Metode prevensi, yaitu suatu cara yang diarahkan kepada 
suatu usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama 
kali akan dilakukan seseorang. Penanggulangan kejahatan 
mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan 
memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum 
dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Secara 
umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui 2 
(dua) metode, yaitu : 
1) Metode Moralistik 
Metode Moralistik dilakukan dengan cara membina 
mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, 
para pendidik, dan lain-lain. 
2) Metode Abolisionistik 
Metode abolisinistik adalah cara penanggulangan yang 
bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan 
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dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab 
musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan. 
Konsep umur dalam upaya penanggulangan kejahatan 
yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana 
dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak 
hukum yang meliputi pemantapan organisasi, 
personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan 
perkara pidana. 
b. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis 
dan membendung kejahatan dan mempunyai 
jangkauan kemasa depan. 
c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan 
memenuhi syarat-syarat cepat, tepat murah dan 
sederhana. 
d. Koordinasi aparatur penegak hukum dan aparatur 
hukum lainnya yang berhubungan, untuk 
meningkatkan daya guna dalam penanggulangan 
kriminalitas. 
e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran 
pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. 
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Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang 
penerapannya dalam bentuk perintah operasional 
yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang 
tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. 
Untuk memperkuat daya kemampuan operasional penanggulangan 
perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan (will), yaitu political-will, dan 
individual-will, kehendak pemerintah (political-will) dengan berbagai 
upaya, perlu didukung oleh citra sosial (social-will) melalui berbagai media 
melancarkan penerapan keinginan pemerintah. Dan kekuatan besar yang 
tidak boleh dilupakan adalah human atau individual-will, berupa kesadaran 
untuk patuh dan taat pada hukum serta senatiasa berusaha menghindari 
diri untuk tidak berbuat kejahatan. 
Penanggulangan kejahtan mencakup tindakan preventif dan 
represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan, 
pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi 
gejolak perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan pencegahan atau 
preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan 
terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan 
represif. 
Meletakkan jajaran kepolisian di urutkan pertama agar 
penaggulangan kejahatan oleh pemerintah dapat berhasil, yaitu dengan 
pembentukan sistem dan organisasi kepolisian yang baik dan selanjutnya 
diikuti oleh pencegahan yang terkoordinir serta partisipasi Masyarakat.   
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E. Tugas Dan Peran Kepolisian republik Indonesia (POLRI) 
terhadap Masyarakat 
a. Tugas umum kepolisian 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat 
dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu 
fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi 
manusia. 
Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara  Polri meruapakan 
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
Masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi 
dan perannya  diseluruh wilayah Negera Republik Indonesia atau yang 
dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat 
berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik 
Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan 
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tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang 
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah Kepolisian dibagi secara 
berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar 
Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab 
kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan 
Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh 
seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat 
Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres 
yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada 
Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa 
disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang 
bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan 
ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai 
kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya. 
b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Negara dan Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri 
merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan 
langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, antara lain UU No  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, 
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fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan 
mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian, antara lain menentukan dan 
menetapkan: 
1. Penyelengaraan kegiatan operasional kepolisian 
dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara 
Republik Indonesia. 
2.  Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian 
Negera Republik Indonesia. 
Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan 
Kepolisian  dilaksanakan oleh seluruh fungsi Kepolisian secara berjenjang 
mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos 
Polisi, dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang 
Kepolisian secara hierarkhi dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu 
Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertangung jawabkannya kepada 
Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden  dengan persetujuan DPR-RI 
1. Susunan Organisasi Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 pada 
tingkat Markas Besar 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat 
Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
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ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Markas Besar Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Mabes Polri adalah 
kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat. Adapun susunan tata kerja 
antara lain sebagai berikut : 
1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah 
pimpinan Polri dan penanggung jawab 
penyelenggara fungsi kepolisian. 
2) Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang 
selanjutnya disingkat Itwasum Polri adalah unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat 
Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
3) Staf Operasi Polri yang selanjutnya disingkat Sops 
Polri adalah unsur pengawas dan pembantu 
pimpinan dalam bidang manajemen operasi 
kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada 
di bawah Kapolri. 
4) Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri yang 
selanjutnya disingkat Srena Polri adalah unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang 
perencanaan umum dan anggaran pada tingkat 
Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
5) Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya 
disingkat SSDM Polri adalah unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan dalam bidang manajemen 
sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri 
yang berada di bawah Kapolri. 
6) Staf Sarana dan Prasarana Polri yang selanjutnya 
disingkat Sarpras Polri adalah unsur pengawas 
dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen 
sarana dan prasarana pada tingkat Mabes Polri 
yang berada di bawah Kapolri. 
7) Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang 
selanjutnya disingkat Divpropam Polri adalah 
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unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam 
bidang pertanggungjawaban profesi dan 
pengamanan internal pada tingkat Mabes Polri 
yang berada di bawah Kapolri. 
8) Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disingkat 
Divkum Polri adalah unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat 
Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
9) Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang 
selanjutnya disingkat Divhumas Polri adalah unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan bidang 
hubungan masyarakat pada tingkat  Mabes Polri 
yang berada di bawah Kapolri. 
10) Divisi Hubungan Internasional Polri yang 
selanjutnya disingkat Divhubinter Polri adalah 
unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang 
hubungan internasional pada tingkat Mabes Polri 
yang berada di bawah Kapolri. 
11)  Divisi Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya 
disingkat Div TI Polri adalah unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan di bidang informatika yang 
meliputi teknologi informasi dan komunikasi 
elektronika pada tingkat Mabes Polri yang berada 
di bawah Kapolri. 
12) Staf Ahli Kapolri yang selanjutnya disingkat Sahli 
Kapolri adalah unsur pengawas dan pembantu 
pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di 
bawah Kapolri.  
13) Staf Pribadi Pimpinan Polri yang selanjutnya 
disingkat Spripim Polri adalah unsur pelayanan 
pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah 
Kapolri. 
14) Sekretariat Umum Polri yang selanjutnya disingkat 
Setum Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat 
Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
15) Pelayanan Markas Polri yang selanjutnya disingkat 
Yanma Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat 
Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
16) Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya 
disingkat Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana 
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tugas pokok Polri bidang intelijen keamanan pada 
tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
17) Badan Pemelihara Keamanan Polri yang 
selanjutnya disingkat Baharkam Polri adalah unsur 
pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan 
dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes 
Polri yang berada di bawah Kapolri. 
18) Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya 
disingkat Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana 
tugas pokok Polri bidang reserse kriminal pada 
tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
19) Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disingkat 
Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas 
pokok Polri bidang keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat 
Mabes Polri yang berada di bawah  Kapolri. 
20) Korps Brigade Mobil Polri yang selanjutnya 
disingkat Korbrimob Polri adalah unsur pelaksana 
tugas pokok Polri di bidang brigade mobil pada 
tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
21) Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang 
selanjutnya disingkat Densus 88 AT Polri adalah 
unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang 
penanggulangan kejahatan terorisme pada tingkat 
Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
22) Lembaga Pendidikan Polri yang selanjutnya 
disingkat Lemdikpol adalah unsur pendukung 
sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan 
pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang 
berada di bawah Kapolri. 
23) Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri yang 
selanjutnya disingkat Puslitbang Polri adalah unsur 
pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan 
pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang 
berada di bawah Kapolri. 
24) Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya disingkat 
Puskeu Polri adalah unsur pendukung di bidang 
pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri 
yang berada di bawah Kapolri. 
25) Pusat Kedokteran Kesehatan Polri yang 
selanjutnya disingkat Pusdokkes Polri adalah 
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unsur pendukung di bidang kedokteran dan 
kesehatan pada tingkat Mabes Polri yang berada 
di bawah Kapolri. 
26) Pusat Sejarah Polri yang selanjutnya disingkat 
Pusjarah Polri adalah unsur pendukung di bidang 
sejarah, museum, dan perpustakaan Polri pada 
tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 
2. Susunan Organisasi Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 pada 
tingkat Kepolisian Daerah 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat 
Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun susunan 
organisasi tata kerja antar lain sebagi berikut : 
1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah 
pimpinan Polri dan penanggung jawab 
penyelenggara fungsi kepolisian. 
2) Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat 
Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang 
Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah 
Kapolri. 
3) Kepala Polda yang selanjutnya disingkat Kapolda 
adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung 
jawab kepada Kapolri. 
4) Inspektorat Pengawasan Daerah yang 
selanjutnya disingkat Itwasda adalah unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat 
Polda yang berada di bawah Kapolda. 
5) Biro Operasi yang selanjutnya disingkat Roops 
adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan 
pada tingkat Polda yang berada di bawah 
Kapolda. 
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6) Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang 
selanjutnya disebut Rorena adalah unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat 
Polda yang berada di bawah Kapolda. 
7) Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya 
disingkat Ro SDM adalah unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
8) Biro Sarana dan Prasarana yang selanjutnya 
disingkat Rosarpras adalah unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
9) Bidang Profesi dan Pengamanan yang 
selanjutnya disebut Bidpropam adalah unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat 
Polda yang berada di bawah Kapolda. 
10) Bidang Hubungan Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat Bidhumas adalah unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
11) Bidang Hukum yang selanjutnya disingkat Bidkum 
adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan 
pada tingkat Polda yang berada di bawah 
Kapolda. 
12) Bidang Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya 
disingkat Bid TI Polri adalah unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
13) Staf Pribadi Pimpinan yang selanjutnya disingkat 
Spripim adalah unsur pelayanan pada tingkat 
Polda yang berada di bawah Kapolda. 
14) Sekretariat Umum yang selanjutnya disingkat 
Setum adalah unsur pelayanan pada tingkat 
Polda yang berada di bawah Kapolda. 
15) Pelayanan Markas yang selanjutnya disingkat 
Yanma adalah unsur pelayanan  pada tingkat 
Polda yang berada di bawah Kapolda. 
16) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang 
selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur 
pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
17) Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya 
disingkat Ditintelkam adalah unsur pelaksana 
tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di 
bawah Kapolda. 
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18) Direktorat Reserse Kriminal Umum yang 
selanjutnya disingkat Ditreskrimum adalah unsur 
pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
19) Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang 
selanjutnya disingkat Ditreskrimsus adalah unsur 
pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
20) Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya 
disingkat Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana 
tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di 
bawah Kapolda. 
21) Direktorat Pembinaan Masyarakat yang 
selanjutnya disingkat Ditbinmas adalah unsur 
pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
22) Direktorat Samapta Bhayangkara yang 
selanjutnya disingkat Ditsabhara adalah unsur 
pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
23) Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat 
Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok 
pada tingkat Polda yang berada di bawah 
Kapolda. 
24) Direktorat Pengamanan Objek Vital yang 
selanjutnya disingkat Ditpamobvit adalah unsur 
pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
25) Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya 
disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas 
pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah 
Kapolda. 
26) Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti 
yang selanjutnya disingkat Dittahti adalah unsur 
pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang 
berada di bawah Kapolda. 
27) Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disingkat 
Satbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok 
pada tingkat Polda yang berada di bawah 
Kapolda. 
28) Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat 
SPN adalah unsur pendukung pada tingkat Polda 
yang berada di bawah Kapolda. 
29) Bidang Keuangan yang selanjutnya disingkat 
Bidkeu adalah unsur pendukung pada tingkat 
Polda yang berada di bawah Kapolda. 
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30) Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat Biddokkes adalah unsur 
pendukung pada tingkat Polda yang berada di 
bawah Kapolda. 
31) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat 
UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang 
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu 
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari 
organisasi induknya.  
32) Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat 
Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan 
pada tingkat Polda yang berada di bawah 
Kapolda. 
33) Polda Tipe “A” Khusus adalah Polda Metropolitan 
Jakarta Raya. 
3. Susunan Organisasi Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 pada 
tingkat  Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat 
Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam 
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun susunan 
organisasi tata kerja antara lain sebagi berikut : 
1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah 
pimpinan Polri dan penanggung jawab 
penyelenggara fungsi Kepolisian. 
2) Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat 
Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang 
Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah 
Kapolri. 
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3) Kepala Polda yang selanjutnya disingkat Kapolda 
adalah pimpinan Polri di daerah provinsi dan 
bertanggung jawab kepada Kapolri. 
4) Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat 
Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang 
Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di 
bawah Kapolda. 
5) Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres 
adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung 
jawab kepada Kapolda. 
6) Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops 
adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan 
di bidang operasional pada tingkat Polres yang 
berada di bawah Kapolres. 
7) Bagian Perencanaan yang selanjutnya disingkat 
Bagren adalah unsur pengawas dan pembantu 
pimpinan di bidang perencanaan program dan 
anggaran pada tingkat Polres yang berada di 
bawah Kapolres. 
8) Bagian Sumber Daya yang selanjutnya disingkat 
Bagsumda adalah unsur pengawas dan pembantu 
pimpinan di bidang personel, sarana dan 
prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang 
berada di bawah Kapolres. 
9) Seksi Pengawasan yang selanjutnya disingkat 
Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu 
pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan 
umum pada tingkat Polres yang berada di bawah 
Kapolres. 
10) Seksi Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya 
disingkat Sipropam adalah unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan di bidang provos dan 
pengamanan internal pada tingkat Polres yang 
berada di bawah Kapolres. 
11) Seksi Keuangan yang selanjutnya disingkat Sikeu 
adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan 
di bidang keuangan pada tingkat Polres yang 
berada di bawah Kapolres. 
12) Seksi Umum yang selanjutnya disingkat Sium 
adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan 
di bidang administrasi umum dan pelayanan 
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markas pada tingkat Polres yang berada di bawah 
Kapolres. 
13) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang 
selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur 
pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan 
kepolisian pada tingkat Polres yang berada di 
bawah Kapolres. 
14) Satuan Intelijen Keamanan yang selanjutnya 
disingkat Satintelkam adalah unsur pelaksana 
tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres 
yang berada di bawah Kapolres. 
15) Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya 
disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksana 
tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat 
Polres yang berada di bawah Kapolres. 
16) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat 
Berbahaya yang selanjutnya disingkat 
Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas 
pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres 
yang berada di bawah Kapolres. 
17) Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas 
pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat 
Polres yang berada di bawah Kapolres. 
18) Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya 
disingkat Satsabhara adalah unsur pelaksana 
tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada 
tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
19) Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat 
Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok 
fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada 
di bawah Kapolres. 
20) Satuan Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya 
disingkat Satpamobvit adalah unsur pelaksana 
tugas pokok fungsi pengamanan objek vital pada 
tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
21) Satuan Kepolisian Perairan yang selanjutnya 
disingkat Satpolair adalah unsur pelaksana tugas 
pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat 
Polres yang berada di bawah Kapolres. 
22) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti 
yang selanjutnya disingkat Sattahti adalah unsur 
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pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan 
dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat 
Polres yang berada di bawah Kapolres. 
23) Seksi Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya 
disingkat Sitipol adalah unsur pendukung di 
bidang pelayanan teknologi dan informasi Polri 
pada tingkat Polres yang berada di bawah 
Kapolres. 
24) Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat 
Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi 
kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di 
bawah Kapolres. 
25) Kepolisian Sub Sektor yang selanjutnya disingkat 
Polsubsektor adalah unsur pelaksana tugas pokok 
fungsi kepolisian di wilayah tertentu yang berada 
di bawah Kapolsek. 
c. Tugas dan Wewenag 
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 
13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah: 
1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
2. menegakan hukum. 
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
      Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan : 
1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 
patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan. 
2. menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. 
3. membina Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
Masyarakat, kesadaran hukum Masyarakat serta ketaatan 
warga Masyarakat terhadap hukum dan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
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6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, 
dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
Peraturan Perundang-Undangan lainnya. 
8. menyelenggarakan indentifiksi Kepolisian, Kedokteran, 
Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian 
untuk kepentingan tugas Kepolisian. 
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, 
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. 
10. melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang 
berwenang. 
11. memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan 
kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian. 
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan, yang dalam pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian 
sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, 
pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh 
Masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh 
Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup 
besar antara lain : 
1. menerima laporan dan/atau pengaduan. 
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga Masyarakat 
yang dapat menggangu ketertiban umum. 
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
Masyarakat 
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 
5. mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administratif Kepolisian. 
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan. 
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7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang. 
9. mencari keterangan dan barang bukti. 
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat. 
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, 
serta kegiatan Masyarakat. 
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-
Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-
Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan 
Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai 
dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain : 
1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian 
umum dan kegiatan Masyarakat lainnya. 
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor. 
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. 
5. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. 
6. memberikan izin dan malakukan pengawasan  senjata 
api, bahan peledak, dan senjata tajam. 
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat 
Kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa 
dalam bidang teknis Kepolisian. 
8. melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain 
dalam menyidik dan memberantas kejahatan 
internasional. 
9. melakukan pengawasan  fungsional Kepolisian terhadap 
orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan 
koordinasi instansi terkait. 
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10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 
Kepolisian internasional. 
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam 
lingkup tugas Kepolisian. 
Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan 
dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam 
KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan 
secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka 
dalam proses penannganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut : 
1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
dan penyitaan. 
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik 
dalam rangka penyidikan. 
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri. 
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
6. memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi. 
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 
8. mengadakan penghentian penyidikan. 
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi 
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 
mencegah atau menangkap orang yang disangka 
melakukan tindak pidana. 
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada 
penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil 
penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk 
diserahkan kepada penuntut umum. 
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik 
yang dilaksankan dengan syarat sebagai berikut : 
a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 
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b) selaras dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 
c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya. 
d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan 
yang memaksa. 
e) menghormati hak azasi manusia. 
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BAB III 
 METODE PENELITIAN 
    “Metode penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya 
cara yang tepat untuk melakukan sesuatu: dan “Logos” yang artinya 
ilmu pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu 
dengan mengunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu 
tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk 
mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai 
menyusun laporannya. 
Jadi metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang 
dilewati untuk memcapai pemahaman. Jalan tersebut harus 
ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari 
untuk membangun / memperoleh pemahaman harus melalui syarat 
ketelitian, artinya harus di percaya kebenarannya. 
Penelitian yang akan digunakan, menggunakan metode 
yang bertujuan mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. Untuk 
mendapatkan hasil penelitian yang obyektif, di perlukan informasi 
yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal 
tersebut motode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
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A. Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Yuridis Sosiologis (sosial legal research) untuk 
mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang 
dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk 
mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
konkret Masyarakat.  
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data khusus 
tentang kejahtan pornografi di wilayah hukum Polrestabes 
Makassar, dan meneliti bagaimana upaya yang dilakukan oleh 
aparat Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum 
terhadap kejahatan pornografi serta apa saja kendala yang 
dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 
pornografi yang terjadi di kota Makassar. Berdasarkan data-data 
yang berhasil didapat tersebut akan dikaji pelaksanaanya dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan cara mencari data-data secara 
langsung yang ada di lapangan, untuk mengungkap kasus-kasus 
yang pernah terjadi, yang di lakukan di luar kepustakaan. Lokasi 
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah di wilayah hukum 
Makassar. Untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di wilayah 
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hukum Makassar maka dapat di lakukan penelitian di kantor 
Polrestabes Makassar. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis data 
(1) Data Primer 
Data primer adalah data primer yang di peroleh secara 
langsung di Masyarakat. Dalam penelitian ini data primer 
diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) 
yaitu penelitian dengan cara terjun langsung obyek 
penelitian di Kantor Kepolisian Wilayah Maakassar, 
khususnya pada subbag Reskrim. 
(2) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan yaitu meliputi Peraturan-Peraturan 
Perundang-Undangan, dokumen-dokumen dan juga 
literatur-literatur khususnya yang berkaitan dengan 
kejahatan pornografi dalam media internet. Data 
sekunder berupa dokumen atau Peraturan Perundang-
Undangan. 
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(3) Sumber data 
1) Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari 
hasil wawancara dengan aparat Kepolisian di 
Polrestabes Makassar Khususnya bagian  Bimnas dan 
Reskrim. 
2) Data Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 
melalui penelusuran kepustakaan (literatur). Dan data 
kepustakan tersebut bersumber pada : buku-buku, artikel, 
dokumen-dokumen Kepolisian serta melalui situs-situs di 
internet 
D. Teknik pengumpulan Data 
1) Interview (wawancara) 
Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab secara 
lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. 
Dalam penelitian ini interview atau wawancara yang dilakukan 
bersifat bebas terpimpin. Dalam interview bebas terpimpin unsur 
kebebasan masih dipertahankan, agar kewajaran dapat dicapai 
secara maksimal, sehingga memudahkan diperolehnya data 
secara mendalam. Interview terpimpin yang dipakai di sini 
hanya berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang 
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akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya 
variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi 
ketika interview dilakukan. Dalam penelitian ini wawancara 
dilakukan secara langsung kepada bagian Bimnas dan Reskrim  
Polrestabes Makassar. 
2) Observasi 
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja 
dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk 
kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitiaan ini dilakukan 
pengamatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan 
pornografi dalam media internet serta bagaimana kendala yang 
dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi hal 
tersebut khususnya dalam wilayah hukum Polrestabes 
Makassar. 
3) Dokumentasi 
Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyalin 
atau mengkopy dokumen dan catatan yang terkait dengan 
permasalahan kejahatan pornografi dalam media internet  
mengenai upaya penanggulangan dan kendala yang dihadapi. 
4) Studi Kepustakaan 
Dalam penelitian ini data juga diperoleh dengan melakukan 
studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai buku, artikel, 
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makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 
menunjang penelitian ini. 
E. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau 
gejala atau seluruh kejadian yang akan ditelti. Populasi dalam 
penelitian ini adalah anggota  Polrestabes Makassar. Sampel 
adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari 
populasi sehingga sifat dan karasteristik populasi juga dimiliki oleh 
sampel. Ferguson mendefinisikan sampel adalah beberapa bagian 
kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi. Pengambilan sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu 
pengambilan responden berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. 
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah anggota 
Polrestabes Makassar yang mengetahui tentang upaya 
peneanggulangan kejahatan pornografi dalam media internet  yang 
terjadi di kota Makassar dan bagaimana kendala yang dihapi oleh 
pihak Kepolisian dalam menanggulangi hal tersebut. 
F. Teknik Analisis data 
Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka 
tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data 
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif 
Kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah merupakan metode analisis 
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data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data 
primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian 
dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan 
akhirnya dibentuk suatu kesimpulan, tentang bagaimana upaya 
penanggulangan kejahatan pornografi dalam media internet  yang 
terjadi di kota Makassar serta apa saja kendala yang di hadapi. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Polrestabes Makassar 
Kantor Kepolisian Wilayah Makassar Terletak di jalan Ahmad Yani 
Nomor 9 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar 
Bertugas membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam 
penyelenggaraan Komando dan pengendalian oprasional serta 
pembinaan Kepolisian Resort (Polres) dalam Jajarannya. Polrestabes 
Makassar Membawahi 12 Kepolisian Sektor (Polsekta), yaitu: 
1. Polsekta Tallo; 
2. Polsekta Makassar; 
3. Polsekta Ujung Pandang; 
4. Polsekta Bontoala; 
5. Polsekta Mariso; 
6. Polsekta Mamajang; 
7. Polsekta Tamalate; 
8. Polsekta Rappocini; 
9. Polsekta Biringkanaya; 
10. Polsekta Tamalanrea; 
11. Polsekta Panakukang; 
12. Polsekta Manggala; 
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Tugas Porestabes Makassar secara umum sebagai suatu instansi 
penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik 
Indonesia (POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah: 
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
2. Menegakkan hukum; 
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
      Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan : 
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 
patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan. 
2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. 
3. Membina Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
Masyarakat, kesadaran hukum Masyarakat serta ketaatan 
warga Masyarakat terhadap hukum dan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
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6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, 
dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
Peraturan Perundang-Undangan lainnya. 
8. Menyelenggarakan indentifiksi Kepolisian, Kedokteran, 
Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian 
untuk kepentingan tugas Kepolisian. 
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, 
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. 
10. Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang 
berwenang. 
11. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan 
kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian. 
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan, yang dalam pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) 
Nomor 54/X2002, Polrestabes menyelenggaran fungsi sebagai berikut: 
1. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan renvcana atau 
program kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya 
sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda. 
2. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan 
tugas-tugas oprasional Polres meliputi fungsi intelejen keamanan, 
reserce criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan. 
3. Pemberian dukungan (back up)  oprasional kepada Polres, baik melalui 
kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan 
bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda). 
4. Penyelenggaran operasional khusus kepolisian termasuk 
komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian 
yang dianggap perlu. 
5. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas 
pelaksanaan tugas- tugas pembinaan Polres khususnya 
pembinaan personel sesuai lingkup kewenangannya. 
6. Penjabaran kebijakan dan penindakanlanjutan perintah atas 
atensi Kapolda. 
7. Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas 
atensi Kapolda. 
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B. Realitas kasus pornografi dalam Media Internet 
Media internet selain membawa dampak positif bagi kehidupan 
umat manisua ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu 
dampak negatif internet adalah pornografi internet. Beberapa 
keistimewaan dan keunggulan internet ternyata dapat menunjang 
penyebaran pornografi dalam media internet 
Ada duan cara untuk memasukkan film porno dalam Personal 
Computer (PC) yaitu dengan mendownload langsung dari internet dan 
mengkopy dari media penyimpanan lain seperti CD, server atau dari 
komputer user lainya. Kapan waktu pendownloadan dan pengkopyan 
film porno pada personal Computer (PC) dapat dilihat dengan cara 
melihat date created pada data tesebut. Dari datecreated  dapat 
diketahui tanggal, bulan, tahun dan jam pendownloadan dan 
pengkopyan film porno tersebut. Software yang dapat digunakan untuk 
mendownload film porno dari internet adalah Internet Explorer.7 
Meskipun terkadang ada user yang bertanya apakah ada film 
porno dalam hard  disc warnet namun tidak semua user datang ke 
warnet untuk melihat film porno. Biasanya pengunjung atau user yang 
ingin menonton film porno membawa film porno yang disimpan dalam 
                                                 
7
 
7
 Hasil wawancara dengan Malikil Mulki ahli Teknologi Informasi Makassar, 12 November 2013 
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CD (compact disc ) atau flash disc untuk kemudian ditonton di personal 
computer  (PC) milik warnet. 
Software khusus yang dapat digunakan untuk mencegah atau 
melindungi agar user atau pengunjung tidak dapat melihat atau 
mendownload film porno dari internet kedalam hard dist personal 
computer (PC) milik warnet antara lain zonanet, greennet, dan lain-
lain. Bahkan sekarang Depertemen Komunikasi dan Informatisi 
(Depkominfo) melalui website depkominfo, www.depkominfo.go.id 
telah menyediakan software untuk memblokir situs-situs porno agar 
tidak dapat dilihat atau di download oleh user. Software ini dapat 
diunduh (download) oleh siapa saja, baik pemilik warnet, orang tua 
maupun para guru secara gratis. 
Sebuah warnet tidak selalu dikelola oleh pemiliknya secara 
langsung. Seringkali untuk menjalankan usahanya pemilik warnet 
mempercayakan pengelolaan usahnya pada seorang manager 
operasional atau penanggung jawab operasional. Namun terhadap 
pengelolaan warnet tersebut tetap atas instruksi atau arahan dari 
pemilik, termasuk jika ada kasus seperti razia yang dilakukan oleh 
polrestabes makassar. Biasanya pemilik mewakilkan kepana 
penanggung jawab operasional untuk mengatasi atau mengurus 
masalah tersebut namun tetap berdasarkan arahan dari pemilik, 
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namun jika dalam proses pemeriksaan dibutuhkan kehadiran pemilik 
maka pemiliklah yang akan dihadirkan8. 
Menurut Adami Chazawi saksi ahli di bidang hukum pidana, 
yang dapat dijadikan tersangka adalah : 
1. Pemilik warnet 
2. Penanggung jawab operasional warnet 
3. Siapa saja yang terbukti telah memasukkan atau mengkopy  
film porno tersebut ke hard disk komputer warnet miliknya.  
Hal ini terjadi apabila terbukti keberadaan film porno tersebut 
pada saat yang tidak lama sebelum user mengaksesnya dan kemudian 
terungkap atau tertangkap ketika razia. Keadaan tidak lama tersebut 
merupakan indikator bahwa pemilik dan atau penanggung jawab 
operasional warnet tidak mengetahui keberadaan film porno tersebut. 
Dalam keadaan demikinan harus ddibuktikan bahwa ada oknum lain 
yang sengaja memasukkan film porno dala hard disk tanpa 
sepengetahuan pemilik atau penanggug jawab operasional yang tidak 
lama kemudian diadakan razia dan tertangkap. Orang ini adalah 
penonton atau pengguna. Tanpa bukti demikian maka harus ditafsirkan 
film sengaja disediakan oleh pemilik atau penanggung jawab 
operasional. 
Unsur-unsur Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1992 tentang perfilman dapat dijabarkan sebagai berikut :9 
                                                 
8
 Hasil wawancara dengan Reza Pahlevi. Operator warnet  
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1. Kesalahan:sengaja 
Sengaja dalam hubungannya dengan kompleks unsur-unsur 
tindak pidana yang bersangkutan, dapat diartikan bahwa si 
pembuat mengerti bahwa yang edarkan, pertunjukkan atau 
tayangan tersebut adalah film yang disadarinya sebelumya 
tidak disensor. Dengan kata lain pemilik warnet atau 
penanggung jawab operasional warnet mengetahui 
keberadaan film porno dalam hard disk komputer  dan 
mereka menghendaki keberadaan film porno tersebut  dalam 
hard disk komputer. Disadarinya dapat juga diartikan bahwa 
dikehendakinya atau dimaksudkannya bahwa dengan 
keberadaab film porno tersebut dalam hard disk  maka 
pelanggan dapat membuka dan mengaksesnya, yang berarti 
menonton, melihatnya dengan bebas, sebagaimana makna 
dari perbuatan mempertunjukkan dan menayangkan.10 
1. Perbuatan: 
a. Mengedarkan 
b. Mempertunjukkan dan/atau 
c. Menayangkan 
Perbuatan mengedarkan adalah perbuatan dengan bentuk 
dan cara apapun terhadap sesuatu atau beberapa film yang 
                                                                                                                                     
9
 Ibid. 
10
 Diakses pada tanggal 14 November 2013 Pukul 13.00 Wita. 
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sebeluma belum atau tidak tersebar menjadi tersebar atau 
dikuasai atau diketahui oleh banyak orang. 
Perbuatan mempertunjukkan adalah perbuatan dengan cara 
dan bentuk apapun juga terhadap isi sebuah film yang 
dengan perbuatan itu semula orang-orang tidak mengetahui 
atau melihatnya yang karena perbuatan inu orang atau 
banyak orang atau umum menjadi tahu atau melihat isi film 
tersebut. 
Perbuatan mempertunjukkan dan menayangkan memiliki arti 
dan makna yang tidak berbeda satu sama lain, yaitu bahwa 
setiap orang dapat melihat isi film porno dalam hard disk 
komputer. 
Keberadaan film porno dalam hard disk  memang dillakukan 
dengan maksud agar setiap pelanggan dapat melihatnya 
dengan membuka dan mengaksesnya, maka perbuatan atau 
kejadian menyediakan akses untuk membukanya tersebut 
sama artinya dengan perbuatan mempertunjukkan dan/atau 
menayangkan. Namum harus terbukti telah ada orang atau 
banyak pelanggan yang membuka atau menontonya, 
meskipun untuk itu masih diperlukan syarat aktivitas 
penonton sendiri, yakni dengan membuka atu 
mengaksesnya terlebih dahulu. 
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Berdasarkan keterangan para pengguna warnet dapat 
diketahui bahwa film porno tersebut telah tersedia dalam 
komputer milik warnet sehingga dia dapat melihatnya 
dengan mudah. Untuk mencari atau mengakses file film 
porno yang telah tersedia atau ada pada PC milik warnet, 
langkah-langkah yang dapat di tempuh sangat mudah,yaitu : 
a. Klik Start 
b. Klik search 
c. Klik menu pictures, music or video 
d. Klik menu video, maka pada menu tersebut akan muncul 
cawang 
e. Klik search 
f. Bila dalam personal computer milik warnet tersebut 
terdapat file film porno, maka pada halaman search 
results akan muncul file-file film porno. 
 
2. Obyeknya, film yang tidak disensor 
Film yang tidak disensor berarti film tersebut tidak 
melalui penelitian dan penilaian oleh badan sensor 
film  sebelum ditayangkan atau dipertunjukkan pada 
umum, film yang beredar dalam internet pasti tidak 
melalui Lembaga Sensor Film (LSF) dengan kata lain 
film porno dalam media internet tidak disensor. 
53 
 
 Terhadap kasus tersebut dikenakan  Pasal 40 huruf c Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman dan bukan dikenakan 
Pasal 282 KUHP karena didasarkan pada asa lex specialist derogate lex 
generalist yang berarti peraturan peerundang-undangan yang khusus 
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum11. Karena 
kasus tersebut adalah kasus pornografi yang difokuskan pada film porno, 
maka di gunakan peraturan tentang perfilman dan bukan peraturan 
tentang pornografi dalam pasal 282 KUHP.  
 
C. Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi 
melalui  Media Internet oleh Pihak Kepolisian  
Media internet selain membawa dampak positif bagi kehidupan 
umat manusia ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu 
dampak negatif internet adalah pornografi internet. Beberapa 
keistimewaan dan keunggulan internet ternyata dapat menunjang 
penyebaran pornografi dalam media internet, diantaranya adalah : 
1. Efficiency (Efisiensi) 
Seseorang yang tinggal di negara yang melarang 
pornografi seperti indonesia tidak perlu bersusahpaya 
untuk memperoleh film atau gambar porno. Mereka dapat 
memperoleh bahan porno dengan biaya relatif murah dan 
dalam waktu cepat melalui media internet. Mereka tidak 
                                                 
11
 Abdullah Marlang dkk, Pengantar Hukum Indonesia, AS. Center,2009:Hal, 36 
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perlu bersusah payah membeli di toko buku atau membeli 
kaset porno.  
2. Without Boundary (tanpa batas) 
Sifat internet yang tanpa batas dapat mempermudah 
seseorang  yang berasal dari negara di mana pornografi 
dilarang oleh hukum atau mereka yang tidak perlu 
menunjukkan bukti usia, untuk memperoleh data porno 
baik berupa gambar maupun film dari negara lain yang 
melegalkan pornografi atau pornografi tidak menimbulkan 
tuntutan hukum. 
3. 24 Hours Online (Terbuka 24 Jam) 
Media internet dapat mempermudah seseorang untuk 
mengakses pornografi tanpa terikat oleh waktu. Mereka 
dapat mengakses data porno kapanpun mereka mau 
karena internet terbuka selama 24 jam. 
4. No Censorship (Tanpa Sensor) 
Sampai saat ini belum ada satu badan di dunia yang 
secara resmi berwenang untuk menyensor informasi di 
internet. Hal ini dapat mempermudah seseorang untuk 
menayangkan informasi apa pun melalui media internet, 
termasuk pornografi. 
 Semakin maraknya pornografi internet dikawatirkan dapat 
menimbulkan kerusakan moral bagi generasi muda. Oleh karena itu 
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diperlukan upaya penaggulangan yang serius dari berbagai pihak, 
termasuk pihak kepolisian, Polrestabes Makassar sebagai bagian dari 
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan upaya 
penanggulangan terhadap tindak pidan pornografi dalam media  internet, 
penanggulangan terhadap tindak pidana pornografi dalam media internet, 
dintaranya adalah : 
1. Upaya Preventif12 
 Upaya penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah 
atau menghindarkan seseorang  melakukan tindak pidana 
pornografi dalam media internet, Upaya ini dilakukan oleh 
Subbag Bimnas . 
 Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh 
Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tindak pidana 
pornografi dalam media internet diantaranya adalah dengan 
melaksanakan peyuluhan-penyuluhan tentang dampak 
negatif pornografi, khususnya dalam media internet, baik 
berupa gambar maupun film. Penyuluhan ini bertujuan agar 
seluruh lapisan masyarakat turut berpastisipasi dalam upaya 
penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media 
internet secara bersama-sama dan terpadu.13 
                                                 
 
13
 Hasil wawancara dengan Kompol. Octavianus. Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 
November 2013 
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Pihak pihak yang menjadi sasaran penyuluhan yang 
dilakukan oleh Polrestabes Makassar antara lain:14 
a. Pelajar atau mahasiswa; 
b. Elemen pemuda; 
c. Tokoh agama atau masyarakat. 
Selain melakukan penyuluhan, upaya preventif juga dilakukan 
dengan menempelkan panflet yang berisi himbauan agar 
masyarakat dan juga warnet tidak melakukan tindak pidana 
pornografi dalam media internet, upaya ini sudah dilaksanakan 
di beberapa warnet.15 
2. Upaya Represif 
Upaya represif Polrestabres Makassar dalam menaggulagi tindak 
pidana pornografi dalam media internet dilakukan oleh Unit 
Subbag Reskrim Polrestabes makassar. Upaya represif ini berupa 
razia terhadap beberapa warnet di Kota Makassar yang diduga 
menyediakan file film porno dalam Personal Computer (PC) milik 
warnet.16 
Pornografi dalam media internet memang sudah lama ada karena 
tersedianya situs-situs porno yang dengan mudah dapat diakses 
oleh pengunjung atau pengguna (user) internet dan hal ini sangat 
                                                 
14
 Hasil wawancara dengan Kompol. Octavianus.Wakil  Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 
November 2013 
15
 Hasil wawancara dengan Kompol. Octavianus.Wakil  Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 
November 2013 
16
 Hasil wawancara dengan AKP jafar .Anggota Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, 11 
November 2013 
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sulit untuk dibendung. Namun pihak kepolisian, dalam hal ini 
Polrestabes Makassar, baru mengetahui bahwa ternyata ada 
beberapa warnet yang dalam personal computer (PC) atau CPU-
nya terdapat file film porno. Hal ini semakin mempermudah user 
untuk membuka dan menonton film tersebut, jadi sekalipun user  
tidak mengetahui cara untuk mendownload film porno tersebut 
secara langsung dari situsnya, user tetap dapat menonton film 
porno yang sudah tersedia dalam file komputer milik warnet 
tersebut. 17 
Razia terhadap warnet yang dilakukan oleh Polrestabes 
Makassar sebagai upaya penanggulangan tindak pidana 
pornografi dalam media internet akan dilakukan secara terus-
menerus selama masih ada indikasi warnet yang diduga 
menyediakan film porno atau terdapat terdapat film porno yang 
terdapat dalam PC miliknya. Razia ini akan dilakukan dalam 
waktu yang berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi.18 
 Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi perlu 
dipadukan 3 (tiga) kemauan (will), yaitu : 
1. Political will atau kehendak pemerintah. 
Kehendak pemerintah dengan berbagai upaya guna 
menanggulangi pornografi dalam media internet diantaranya 
                                                 
17
 Hasil wawancara dengan Kompol. Octavianus.Wakil Kepala Kasat Bimnas Polrestabes 
Makassar, 12 November 2013 
18
 Hasil wawancara dengan Kompol. Octavianus.Wakil Kepala Kasat Bimnas Polrestabes 
Makassar, 12 November 2013 
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terwujud dalam upaya Depertemen Komunikasi dan 
Informasi (Depkominfo) menyediakan software untuk 
memblokir situs-situs porno dan menghimbau para pemilik 
warnet, orang tua yang memiliki layanan internet di rumah 
dan para guru untuk mengunduh dan selalu meng-update 
software tersebut. Selain itu kehendak pemerintah untuk 
menanggulangi pornografi dalam media internet juga 
terwujud dari upaya pihak kepolisian merazia warnet-warnet 
yang diduga menyediakan film porno atau terdapat film 
porno dalam personal computer  miliknya. Pemerintah juga 
mensahkan Undang-Undang tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 25 Maret 2008 
yang didalamnya juga mengatur tentang pornografi dalam 
media internet.  
2. Human atau Individual will  
  Kekuatan besar yang tidak boleh dilupakan dalam upaya 
penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media 
internet adalah kesadaran masyarakat, termasuk para 
pengusaha warnet, untuk patuh pada hukum yang berlaku 
dan berusaha menghindarkan diri untuk tidak melakukan 
tindak pidana pornografi, khususnya dalam media internet. 
Guna mewujudkan human atau individual will maka 
pemerintah dengan bantuan berbagai media dan juga tokoh 
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masyarakat perlu melakukan penyuluhan tentang dampak 
negatif pornografi dan sosialisasi tentang software untuk 
memblokir situs-situs porno dan Sosialisasi Undang-
Undang tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE). 
  Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi 
dalam media internet, khususnya tersedianya film porno 
dalam personal computer (PC) milik warnet, polri tidak akan 
berhasil dengan maksimal tanpa kerja sama dan dukungan 
dari seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh agama, tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa dan 
instansi terkait lainya.19 
 
D. Kendala Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak 
Pidana Pornografi melalui Media Internet 
 Penanggulangan tindak pidana bukanlah suatu hal yang 
mudah untuk dilaksanakan oleh aparat kepolisian, demikian pula 
dalam penanggulangan tindak pidana pornografi, khususnya 
dalam media internet. Ada berbagai kendala atau hambatan yang 
dihadapi oleh kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Makassar 
dalam menanggulangi pornografi dalam media internet, 
diantaranya adalah : 
                                                 
19
 Hasil wawancara dengan AKBP.Sumiati  Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 15 November 
2013 
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1. Hambatan eksternal 
  Hambatan eksternal adalah hambatan dari luar 
lembaga kepolisian khususnya Polrestabes Makassar yang 
kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya 
Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tindak pidana 
pornografi dalam media internet. 
  Hambatan eksternal tersebut antara lain berasal dari 
pemilik warnet. Belum semua pemilik warnet mengerti dan 
menyadari pengaruh negatif pornografi dalam media internet, 
khususnya film porno, terhadap kehidupan sosial bagi anak di 
bawah umur termasuk pelajar dan mahasiswa sehingga pemilik 
warnet tidak atau kurang bertanggung jawab terhadap dampak 
yang ditimbulkan oleh usaha warnet miliknya. Yang paling 
penting bagi mereka adalah bagaimana cara menarik 
konsumen atau pengunjung sebanyak mungkin dan 
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.20 
  Selain itu dalam upaya penanggulangan pornografi 
dalam media internet juga terdapat kendala yang berasal dari 
instansi penerbit izin usaha warnet yaitu dinas perizinan, belum 
ada pengawasan khusus dari dinas perizinan terhadap warnet 
                                                 
20
 Hasil wawancara dengan AKBP.Sumiati . Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 November 
2013 
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dan hanya menerbitkan izin usaha tanpa memperhatikan 
dampak dari usaha warnet tersebut.21  
  Kendala atau hambatan juga berasal dari warga 
masyarakat, sering kali terdapat pandangan negatif dari 
masyarakat yang mengatakan bahwa aparat kepolisian, 
termasuk Polrestabes Makassar, hanya mencari-cari kesalahan 
termasuk dalam razia warnet terkait kasus pornografi melalui 
media internet, tanggapan pro dan kontra dari warga 
masyarakat pasti selalu ada dalam rangka pelaksanaan tugas 
penegakan hukum oleh kepolisian dan hal ini sudah menjadi 
resiko tugas kepolisian.  
  Demikian pula dalam upaya penanggulangan 
pornografi dalam media internet yang mendapatkan tanggapan 
pro dan kontra dari masyarakat. Namun yang pasti tujuan 
pelaksanaan razia terhadap beberapa warnet dikota Makassar 
adalah untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari 
pengaruh negatif pornografi internet.22 
2. Hambatan internal  
  Hambatan internal adalah hambatan yang berasal 
dari dalam lembaga kepolisian yang menyebabkan kinerja 
aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana 
                                                 
21
 Hasil wawancara dengan AKBP.Sumiati.  Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 November 
2013 
22
 Hasil wawancara dengan AKBP.Sumiati . Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 November 
2013 
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pornografi dalam media internet menjadi kurang maksimal, 
hambatan internal tersebut antara lain sebagai berikut : 
a. Keterbatasan dana 
 Dalam pelaksanaan upaya penaggulangan tindak 
pidana pornografi dalam media inernet pasti terdapat 
berbagai biaya pengeluaran yang tidak sedikit, demikian 
pula dalam melaksanakan sosialisasi maupun razia yang 
dilaksanakan oleh Polrestabes Makassar terhadap kegiatan 
tersebut juga membutuhkan biaya yang besar. Misalnya 
biaya untuk transportasi, perlengkapan, pemberkasan 
perkara, dan juga biaya untuk mendatangkan saksi ahli. 
Sementara dana yang diperoleh untuk membiayai upaya 
penanggulangan ini dirasa belum cukup atau masih 
kurang.23 
b. Sumber Daya Manusia (SDM) 
 Kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Makassar, 
dalam hal ini dalam upaya penaggulangan tindak pidana 
dalam media internet adalah kurangnya kemampuan atau 
kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimili oleh 
Polrestabes Makassar. Khususnya dalam bidang Teknologi 
Informasi (IT), kesulitan atau kendala tersebut diataranya 
terjadi pada saat pembuatan berkas perkara dan dalam, 
                                                 
23
 Hasil wawancara dengan AKBP.Sumiati . Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 November 
2013 
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pengumpulan alat bukti. Banyak hal yang kurang atau 
bahkam tidak diketahui atau dikuasai oleh aparat kepolisian 
terkait dengan Teknologi Informasi, dalam hal ini media 
internet.24 Meskipun terdapat berbagai kendala yang harus 
dihadapi oleh Polrestabes Makassar namun hal tersebut 
tidak menyurutkan tekad Polrestabes Makassar, dalam hal 
ini unit Bimnas dan Reskrim Polrestabes Makassar yang 
mempunyai peranan penting dalam upaya penanggulangan 
kejahatan pornografi dalam media internet khususnya di kota 
makassar, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh 
Polrestabes Makassar untuk mengatasi kendala-kendala 
tersebut, diantaranya adalah : 
i. Kendala atau hambatan eksternal 
  Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang 
berasal dari pemilik warnet maka Polrestabes 
Makassar akan melakukan penyuluhan agar mereka 
menyadari dampak negatif dari pornografi tersebut 
dalam media internet dan agar pemilik warnet tidak 
hanya mengutamakan bagaimana cara memperoleh 
keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan juga 
memiliki tanggung jawab moral atas usaha yang 
dijalankanya, selain itu dengan penyuluhan 
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 Hasil wawancara dengan AKBP.Sumiati . Kepala Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 
November 2013 
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diharapkan seluruh elemen masyarakat, termasuk 
pemilik usaha warnet dapat ikut berperan aktif dalam 
upaya penaggulangan tindak pidana pornografi, 
khususnya pornografi dalam media internet. 
1. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang 
berasal dari instansi lain, yakni dari dinas 
perizinan, maka Polrestabes Makassar akan 
melakukan koordinasi dengan dinas terkait 
agar dapat mengambil langkah atau  tindakan 
tegas terhadap warnet yang menunjang 
penyebaran pornografi dalam media internet 
dengan file film porno maupun gambar porno 
dalam Personal Computer miliknya dan agar 
Dinas Perizinan aktif melakukan pengawassan 
terhadap warnet, dengan koordinasi tersebut 
diharpkan dapat membantu Upaya pihak 
kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 
pornografi dalam media internet di Kota 
Makassar. 
2. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang 
berupa pandangan negatif masyarakat 
terhadap kinerja Pihak Kepolisian, maka 
Polrestabes Makassar akan membuktikan 
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keseriusannya dalam penanganan kasus 
pornografi internet tersebut dengan segera 
menuntaskan atau menyelesaikan penyidikan 
terhadap kasus tersebut dan segera 
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar 
apabilah terjadi kasus terkait tindak pidana 
pornografi.25 Selain itu Polrestabes Makassar 
akan menunjukkan keseriusannya dalam 
penanggulangan tindak pidana pornografi 
dalam media internet dengan terus menerus 
melakukan sosialisasi dan pengawasan 
kepada elemen masyarakat dan warnet-warnet 
diseluruh wilayah Kota Makassar. 
ii. Kendala atau hambatan internal 
1. Untuk mengatasi kendala yang berupa 
keterbatasan dan yang sering dialami oleh 
aparat kepolisian dalam melakukan upaya 
penanggulangan, termasuk pornografi dalam 
media internet, Polrestabes Makassar  
menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, 
dengan penerapan sistem ini maka aparat 
kepolisian akan memperoleh dana sesuai 
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 Hasil wawancara dengan AKP jafar .Anggota Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, 11 
November 2013 
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dengan kinerja atau sesuai dengan kebutuhan 
dalam melakukan operasi penaggulangan 
kejahatan yang dilakukannya.26 
2. Untuk mengatasi kendala berupa kurangnya 
sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
Polrestabes Makassar dalam bidang teknologi 
informasi khususnya bagi aparat kepolisian 
pada bagian Binmas dan Reskrim Polrestabes 
Makassar yang menanggani dan melakukan 
upaya penaggulangan kejahatan pornografi 
dalam media internet, maka berdasarkan 
inisiatif sendiri para aparat kepolisian tersebut 
mempelajari sendiri hal-hal yang berkaitan 
dengan teknologi informasi,27 selain itu guna 
memperlancar penanganan kasus pornografi 
dalam media internet ini, mengingat 
keterbatasan kemampuan aparat Kepolisian 
dibidang TI, maka pihak kepolisian meminta 
bantuan dari ahli TI yang berasal dari Sekolah 
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 Hasil wawancara dengan AKP jafar .Anggota Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, 11 
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Tinggi Informatika dan Komputer yang berada 
dikota makassar.28 
 Polrestabes Makassar juga nantinya akan mendatangkan ahli 
dibidang perfilman yang berasal dari Lembaga Sensor Film Indonesia 
karena razia yang dilakukan terhadap warnet difokuskan pada film porno 
dan meminta pendapat dari segi hukum dari saksi ahli bidang hukum 
pidana yang ada di kota makassar. 
 Dalam rangka mengantisipasi kemajuan TI Markas Besar(mabes) 
Polri telah memprogramkan untuk mengadakan atau melaksanakan 
pendidikan kejuaraan, pelatihan, seminar dan bekerja sama dengan 
lembaga pendidikan bidang TI guna menigkatkan sumber daya manusia 
bagi aparat kepolisian.29 
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 Hasil wawancara dengan AKBP.Sumiati . Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 November 
2013 
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Hasil wawancara dengan AKBP.Sumiati . Kasat Bimnas Polrestabes Makassar, 12 November 
2013 
 
  
68 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi 
dalam media internet oleh aparat kepolisian terdiri dari 
pelaksanaan upaya preventif yang berupa penyuluhan atau 
sosialisasi dan menempelkan pamflet anti pornografi yang 
dilakukan oleh bagian Binmas, dan pelaksanaan upaya 
represif yang berupa razia terhadap warnet yang diduga 
menyediankan atau terdapat file film porno dalam personal 
computer miliknya, razia tersebut dilakukan oleh bagian 
Reskrim Polrestabes Makassar. 
2. Kendala Polrestabes Makassar dalam menanggulangi 
kejahatan pornografi terdiri dari kendala atau hambatan 
eksternal dan hambatan internal, hambatan eksternal 
diantaranya berasal dari pemilik warnet, instansi terkait yang 
lain, seperti Dinas Perizinan dan pandangan negatif dari 
masyarakat yang sering muncul terhadap kinerja pihak 
kepolisian khususnya bagi aparat kepolisian diwilayah 
hukum Polrestabes Makassar, hambatan ini diatasi dengan 
melakukan penyuluhan terhadap seluruh lapisan masyarakat 
termasuk pemilik warnet tentang dampak negatif pornografi. 
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B. Saran 
1. Polrestabes makassar hendaknya tetap konsisten dan serius 
dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan pornografi 
dan terus meningkatkan kualitas SDM anggotanya, terutama 
dibidang TI agar dapat menaggulangi tindak pidana yang 
berkaitan dengan TI, termasuk pornografi dalam media 
internet, karena TI akan terus berkembang dengan cepat 
seiring dengan perkembangan zaman yang ada sekarang 
ini. 
2. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi 
dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi dalam 
media internet khususnya di wilayah hukum kota Makassar. 
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